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ABSTRACT

This research was conducted to analyze the effectiveness of ocal taxes and evies on increasing PAD
in the provinces of Sumatra Island. This type of research is qualitative with a descriptive analysis
approach. The types of data are qualitative and quantitative data. The data analysis method used in
this research is the Descriptive Analysis method. In addition, this study also uses quantitative analysis
used in calculating the effectiveness of ocal taxes and ocal evies on increasing PAD. The results
showed that out of 10 provinces, 9 provinces were categorized as very effective, while 1 province,
Bengkulu, indicated an effective achievement although it did not exceed the target significantly at
93.29%. Research on the effectiveness of ocal retribution, there are 2 provinces with a very effective
evel of effectiveness, namely Aceh and South Sumatra. 3 provinces namely, Riau, Jambi and ampung
have an effectiveness evel with a ess effective category, while 5 other provinces have an
effectiveness evel with an ineffective category.

Keyword: ocal tax, ocal retribution, ocal revenue

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa provinsi dan setiap
provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota yang juga setiap kabupaten/kota memiliki
pemerintah daerah. Banyaknya daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit
mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Sehingga untuk memudahkan
pelayanan dan penataan pemerintahan, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang
tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Wujud dari kebijakan desentralisasi
tersebut adalah ahirnya otonomi daerah.

Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif mulai dilaksanakan pada Januari 2001
menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah
yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah
tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki
sumber daya alam merasa sedikit kawatir. Kekawatiran ini disebabkan karena pemerintah
daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya.

Pulau Sumatera, sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia, memiliki peran
strategis dalam pengembangan ekonomi nasional. Keberhasilan suatu daerah dalam
mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat bergantung pada ketersediaan
dana yang cukup untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan
program-program pengembangan ainnya. Salah satu sumber pendanaan utama bagi
pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sebagian besar berasal dari
pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi instrumen kebijakan fiskal yang sangat
penting dalam meningkatkan PAD dan membiayai kebutuhan pembangunan daerah.
Namun, meskipun potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Pulau Sumatera cukup besar,
masih terdapat tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
untuk meningkatkan PAD. Adanya perbedaan kondisi sosial-ekonomi, tingkat kepatuhan
wajib pajak, serta perbedaan dalam kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi
daerah di setiap provinsi di Pulau Sumatera menjadi faktor yang dapat memengaruhi
efektivitas sumber pendapatan ini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk

JAZ _ISSN 2620-8555 _Vol.6 No.2 Page 187



JURNAL AKUNTANSI UNIHAZ:JAZ | DESEMBER
2023

menganalisis tentang efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan
PAD di provinsi-provinsi Pulau Sumatera.

2. TINJAUAN PUSTAKA
OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah merujuk pada kewenangan dan kemandirian yang diberikan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan
pemerintahan di wilayahnya sendiri. Konsep ini bertujuan untuk memberikan kebebasan
kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait kebijakan okal,
pembangunan, dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah
setempat. Otonomi daerah mencakup aspek-aspek seperti pengaturan tata kelola
pemerintahan, keuangan daerah, dan pelaksanaan pembangunan. (Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014)
Beberapa tujuan dari otonomi daerah adalah sebagai berikut:
Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para masyarakat.
Bertujuan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang didasari oleh demokrasi.
Bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial kepada seluruh apisan masyarakat.
Bertujuan untuk mewujudkan pemerataan daerah.
Bertujuan untuk memelihara hubungan yang serasi dan baik. Hubungan yang dimaksud
adalah antara pusat dan daerah. Selain itu, menjalin hubungan baik antar daerah dalam
rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
Bertujuan untuk mendorong upaya pemberdayaan masyarakat.
e Bertujuan untuk menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas. Serta meningkatkan

peran masyarakat dan mengembangkan peran juga fungsi dari pihak DPRD.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD
merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam
melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat
kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD
menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber
penerimaan di daerah.

Menurut Halim (2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang
diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sedangkan
menurut Mardiasmo (2018), adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah,
retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan ain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau
hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah.

PAJAK DAERAH

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah “Pajak Daerah, yang selanjutnya
disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara angsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”. Menurut Siahaan dalam (Sabil, 2017) memberikan definisi pajak
daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-
undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib membayarnya dengan
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tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara angsung, yang hasilnya
digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelengaraan pemerintahan dan
pembangunan.

RETRIBUSI DAERAH

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas
pelayanan atau fasilitas yang disediakan kepada masyarakat atau badan usaha di
wilayahnya. Pungutan ini bersifat timbal balik, artinya wajib bayar berdasarkan pemanfaatan
atau penggunaan suatu ayanan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jenis-
jenis retribusi daerah meliputi retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi izin usaha, dan
berbagai jenis pungutan ain yang terkait dengan pelayanan atau fasilitas daerah. Menurut
Windhu (2018: 185) restribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada
daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara angsung.
Menurut Yoyo (2017: 108) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH.

Efektivitas adalah tercapainya segala sesuatu yang sudah direncanakan. Efektivitas
dapat pula diumpamakan sebagai penilaian kesuksesan dalam menggapai sasaran yang
sudah ditetapkan (Ria, 2017). Efektivitas pajak daerah menandakan kesanggupan
pemerintah daerah dalam menggalang pajak daerah berdasarkan jumlah penerimaan pajak
yang sudah ditargetkan. Jadi efektivitas yang dimaksud ialah seberapa besar realisasi
penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu
periode tertentu

EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAERAH

Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target
penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam
melakukan pungutan. (Yuliasti dan Dewi, 2017)

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kualitatif dengan
pendekatan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data
kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berbentuk uraian seperti gambaran umum, sejarah
dan visi-misi serta data hasil wawancara sedangkan data kuantitatif adalah data realisasi
serta data target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2022 di setiap provinsi
di pulau. Sumber Data dari penelitian ini adalah data skunder yang di ambil dari situs
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Metode pengumpulan data yang digunakan
untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yaitu dokumentasi
(documentation). Metode Analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode Analisis Deskriptif yaitu dengan cara mengumpukan, mengklasifikasikan,
menginterprestasikan, dan menjabarkan data sehingga memberikan gambaran yang objektif.
Selain itu penelitian ini juga menggunakan analisis kuantitatif yang digunakan dalam
menghitung efektivitas pajak daerah dengan menggunakan rumus sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Puspita (2014):

. ) Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Efektivitas Pajak Daerah = - - X 100%
Target Penerimaan Pajak Daerah

Kriteria yang digunakan dalam menilai tingkat efektivitas pajak daerah adalah
sebagai berikut:
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Tabel 1. Klasifikasi kriteria nilai efektivitas pajak daerah

Keterangan Persentase
Sangat efektif > 100 %
Efektif 90 - 100 %
Cukup efektif 80 -90 %
Kurang efektif 60-80%
Tidak efektif < 60%

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 (dalam Puspitasari, 2014)

Kemudian untuk menghitung tingkat efektivitas Retribusi daerah dapat dihitung
sesuai dengan rumus dalam penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2014) sebagai berikut:

Efektivitas Retribusi Daerah = —~caisasi Penerimaan Retribusi Daerah g,
Target Penerimaan Retribusi Daerah

Kriteria yang digunakan dalam menilai tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah
adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi kriteria nilai efektivitas Retribusi daerah

Keterangan Persentase
Sangat efektif > 100 %
Efektif 90 - 100 %
Cukup efektif 80-90 %
Kurang efektif 60 — 80 %
Tidak efektif <60%

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 (dalam Puspitasari, 2014)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Sumatera, yang merupakan pulau terbesar keenam di dunia, terletak di barat
Indonesia dan memiliki uas sekitar 473,481 kilometer persegi. Pulau ini memiliki
keberagaman geografis, budaya, dan ekonomi yang memadukan potensi alam dan
keragaman suku bangsa. Terletak di antara Samudra Hindia dan Selat Malaka, Pulau
Sumatera memiliki sejumlah keunggulan yang menciptakan daya tarik tersendiri.

10 Provinsi di Pulau Sumatera:

1. Aceh: Terletak di ujung utara Pulau Sumatera, Aceh terkenal dengan keindahan
alamnya dan warisan budaya yang kental, termasuk rumah tradisional Aceh dan tradisi
kopi Gayo.

2. Sumatera Utara: Ibukota: Medan. Terkenal dengan Danau Toba, Sumatera Utara juga
memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang mencakup situs-situs Batak.

3. Sumatera Barat: lbukota: Padang. Dikenal dengan rumah gadang dan masakan
rendang, Sumatera Barat memiliki keindahan alam seperti Danau Maninjau dan Ngarai
Sianok.

4. Riau: Ibukota: Pekanbaru. Provinsi ini merupakan pusat industri minyak dan gas, serta
memiliki taman nasional yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna.

5. Jambi: lIbukota: Jambi. Jambi terkenal dengan taman nasionalnya yang indah, seperti
Taman Nasional Bukit Duabelas.

6. Sumatera Selatan: Ibukota: Palembang. Sumatera Selatan memiliki kekayaan budaya
dan sejarah, termasuk masakan khas Palembang dan tempat-tempat bersejarah.

7. Bengkulu: Ibukota: Bengkulu. Bengkulu terkenal dengan benteng kolonialnya dan
keindahan pantai seperti Pantai Panjang.

8. Lampung: Ibukota: Bandar ampung. ampung dikenal dengan kebudayaan
tradisionalnya, seperti Tari Pendet dan pemandangan indah Pulau Pahawang.
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9. Kepulauan Bangka Belitung: Ibukota: Pangkal Pinang. Terkenal dengan tambang
timahnya dan keindahan pantainya, seperti Pantai Tanjung Tinggi.

10. Kepulauan Riau: Ibukota: Tanjung Pinang. Provinsi ini memiliki keindahan alam dan
merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah Selat Malaka.

Keunggulan Pulau Sumatera:

1. Kekayaan Alam: Pulau Sumatera memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk
hutan hujan tropis, gunung berapi, dan pantai-pantai yang indah.

2. Keanekaragaman Budaya: Setiap provinsi di Pulau Sumatera memiliki keanekaragaman
budaya, bahasa, dan tradisi yang memberikan warna khas tersendiri.

3. Pariwisata: Keindahan alam, warisan sejarah, dan budaya yang kaya membuat Pulau
Sumatera menjadi destinasi pariwisata yang menarik.

4. Potensi Ekonomi: Pulau Sumatera memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama
dalam sektor pertanian, perkebunan, dan industri.

5. Keunikan Tradisional: Rumah Gadang, Tari Piring, dan tradisi-tradisi unik ainnya
memberikan identitas tradisional yang membedakan Pulau Sumatera dari pulau-pulau
ainnya di Indonesia.

Efektivitas Pajak Daerah.
Data Pajak Daerah di Pulau Sumatera pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel sebagai
berikut:
Tabel 3. Rasio Efektivitas pajak daerah
Provinsi Target* | Realisasi* | Rasio Efektivitas | Keterangan

Aceh 1.540,10 | 1.717,83 111,54% Sangat Efektif
Sumatera Utara 6.227,77 | 6.464,50 106,72% Sangat Efektif
Sumatera Barat 2.014,44 | 2.274,50 112,91% Sangat Efektif

Riau 3.600,42 | 4.054,92 112,63% Sangat Efektif
Kepulauan Riau 1.150,22 | 1.491,81 129,78% Sangat Efektif
Jambi 1.507,60 | 1.871,84 124,16% Sangat Efektif
Bengkulu 786,03 733,27 93,29% Efektif

Sumatera Selatan | 3.680,90 | 4.461,15 121,20% Sangat Efektif

Bangka Belitung 698,20 735,29 105,31% Sangat Efektif

Lampung 2.678,86 | 3.126,14 116,70% Sangat Efektif
*dalam Miliar Rupiah

Berdasarkan data efektivitas target dan realisasi pajak daerah pada berbagai provinsi di
Pulau Sumatera, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Provinsi Sangat Efektif

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera

Selatan, Bangka Belitung, dan ampung menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat

baik, bahkan melebihi target. Ini menandakan bahwa pengelolaan pajak daerah di

provinsi-provinsi tersebut berjalan sangat efisien dalam mencapai tujuan pendapatan.
2. Provinsi Efektif

Bengkulu menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 93,29%, mengindikasikan

pencapaian yang efektif meskipun tidak melebihi target secara signifikan.

Kesimpulan ini memberikan gambaran positif mengenai kinerja pengelolaan pajak
daerah di Pulau Sumatera. Provinsi-provinsi di Pulau Sumatera secara umum menunjukkan
efektivitas yang tinggi dalam mencapai target pendapatan pajak daerah. Evaluasi dan
penerapan kebijakan yang tepat dapat diterapkan di provinsi-provinsi ain untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah dan mendukung pendapatan daerah
secara berkelanjutan..
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Efektivitas Retribusi Daerah.
Data retribusi Daerah di Pulau Sumatera pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel sebagai
berikut:

Tabel 3. Rasio Efektivitas Retribusi daerah

Provinsi Target* | Realisasi* | Rasio Efektivitas | Keterangan
Aceh 9,07 15,00 165,30% Sangat Efektif
Sumatera Utara 68,42 28,95 42.32% Tidak Efektif
Sumatera Barat 26,80 12,60 47,00% Tidak Efektif
Riau 23,26 16,68 71,74% Kurang Efektif
Kepulauan Riau 69,99 6,84 9,77% Tidak Efektif
Jambi 2472 16,87 68,22% Kurang Efektif
Bengkulu 577 3,11 54,03% Tidak Efektif
Sumatera Selatan | 11,67 12,19 104,42% Sangat Efektif
Bangka Belitung 21,68 5,11 23,57% Tidak Efektif
Lampung 8,42 6,60 78,37% Kurang Efektif

*dalam Miliar Rupiah
Berdasarkan data efektivitas target dan realisasi retribusi daerah pada berbagai provinsi di
Pulau Sumatera, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Provinsi Sangat Efektif

Aceh dan Sumatera Selatan menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik, bahkan

melebihi target. Ini menandakan bahwa kinerja pengelolaan retribusi daerah di kedua

provinsi ini sangat efektif dalam mencapai tujuan pendapatan.
2. Provinsi Kurang Efektif

Riau dan ampung menunjukkan tingkat efektivitas kurang efektif karena realisasi belum

mencapai target secara optimal. Perlu adanya evaluasi dan perbaikan strategi untuk

meningkatkan pencapaian target.
3. Provinsi Tidak Efektif

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Bangka Belitung

menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah, menandakan kinerja pengelolaan retribusi

daerah yang perlu segera diperbaiki.

Perlu dilakukan analisis ebih anjut untuk memahami penyebab rendahnya efektivitas
retribusi daerah di beberapa provinsi. Faktor-faktor seperti kebijakan pungutan, kesadaran
masyarakat, serta efisiensi administrasi perlu dievaluasi untuk merumuskan strategi yang
tepat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi daerah di setiap provinsi.
Kesimpulan ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan stakeholders terkait untuk
merancang kebijakan yang ebih efektif dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis efektivitas target dan realisasi retribusi daerah serta pajak daerah di
berbagai provinsi di Pulau Sumatera, dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa provinsi
menunjukkan kinerja yang sangat efektif dalam mencapai target pendapatan, sementara
provinsi ainnya perlu upaya ebih intensif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan
retribusi dan pajak daerah. Provinsi seperti Aceh, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau
menonjol sebagai contoh efektivitas yang tinggi, bahkan melebihi target yang telah
ditetapkan. Sebaliknya, provinsi-provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu,
dan Bangka Belitung menunjukkan tingkat efektivitas yang masih rendah, memerlukan
evaluasi dan strategi perbaikan yang ebih cermat. Kesimpulan ini menjadi dasar penting bagi
pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan kebijakan yang
ebih efektif guna meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan.
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SARAN
Berikut adalah saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan terhadap efektivitas
target dan realisasi retribusi daerah serta pajak daerah di berbagai provinsi di Pulau
Sumatera:
1. Provinsi yang Sangat Efektif
Aceh, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau: Disarankan untuk terus mempertahankan
kebijakan yang telah berhasil dan memperkuat sistem pengawasan guna mencegah
potensi penyimpangan atau penyalahgunaan.
2. Provinsi yang Kurang Efektif
Riau dan ampung: Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap strategi pengelolaan
retribusi  daerah. Mungkin diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat,
penyempurnaan kebijakan, dan pelibatan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan
realisasi.
3. Provinsi yang Tidak Efektif
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung: Rekomendasi untuk
melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan retribusi daerah dan pajak. Perlu
dipertimbangkan pembenahan kebijakan pungutan, peningkatan kesadaran masyarakat,
dan efisiensi administrasi untuk meningkatkan efektivitas.
4. Provinsi Efektif Namun Perlu Pemantapan:
Bengkulu: Meskipun efektif, disarankan untuk terus memantapkan keberhasilan yang
sudah dicapai dan memperhatikan potensi perbaikan kecil untuk meningkatkan efisiensi.
Saran-saran tersebut diharapkan dapat membantu setiap provinsi di Pulau Sumatera untuk
mengoptimalkan pengelolaan retribusi daerah dan pajak daerahnya, dengan fokus pada
peningkatan efektivitas, efisiensi administrasi, serta partisipasi masyarakat dalam
mendukung pungutan daerah.
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